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Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumberdaya alam. Salah satu sumber kekayaan 
Indonesia yang mejadi aset terbesar negara adalah mineral dan batubara (minerba). Sumberdaya 
minerba memiliki peran yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi negara karena menjadi salah 
satu sumber devisa atau penerimaan terbesar di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan regulasi dan 
tata kelola pertambangan yang tepat sehingga tidak hanya menguntungkan beberapa pihak untuk 
saat ini namun juga tetap memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan untuk generasi anak 
bangsa ke depannya. Salah satu upaya yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan 
membentuk regulasi berupa undang-undang khusus mengatur minerba UU 4/2009. Regulasi 
diperlukan untuk melakukan pembaruan dan penataan kembali terkait evaluasi kegiatan 
pengelolaan dan pengusahaan minerba. 
 
Dalam 10 tahun semenjak diterbitkannya UU 4/2009, beberapa persoalan krusial belum bisa 
diselesaikan dengan UU ini. Persoalan yang masih belum dapat diselesaikan antara lain: 
kewenangan perizinan, korupsi penerimaan negara, kewajiban pengolahan dan pemurnian minerba, 
pencemaran lingkungan hidup, izin penggunaan lahan, dan konflik perusahaan dengan masyarakat 
setempat yang berujung kriminalisasi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi permasalahan krusial 
tersebut diperlukan revisi regulasi dengan harapan terwujudnya pengelolaan minerba sesuai dengan 
kaidah pertambangan yang benar atau Good Mining Practice dan berkelanjutan serta terjadinya 
keselarasan putusan MK terkait paradigma penyelenggaraan minerba.  
 
Penyusunan revisi UU Minerba diperhatikan dan dikaji lebih dalam oleh pemerintah dan DPR yang 
selanjutnya pada tanggal 12 Mei 2020, revisi UU Minerba disahkan menjadi UU 3/2020 yang 
merupakan perubahan pertama dari UU 4/2009. Terdapat beberapa poin penting dalam revisi UU 
Minerba yang menarik perhatian publik, diantaranya seperti perubahan kewenangan perizinan, 
penguatan peran BUMN di sektor minerba, dan aturan reklamasi atau pengembalian lahan bekas 
tambang yang menuai pro kontra.  
 
Pemerintah sebagai pembuat kebijakan khususnya di bidang pertambangan mineral dan batubara 
memiliki peran strategis dalam pemecahan konflik yang terjadi di sektor pertambangan. Oleh 
karena itu, pemerintah diharapkan untuk tidak berorientasi pada isu bisnis pertambangan saja 
melainkan harus melihat kondisi lingkungan sekitar dan masyarakat dalam mengambil keputusan 
mengenai kebijakan pertambangan supaya tercipta keserasian dan keadilan baik dari pihak 
pemerintahan, pelaku usaha, serta masyarakat. 
 




Indonesia is a country that rich in natural resources. One of indonesia's sources of wealth that 
become the country's largest asset are minerals and coal (minerba). Minerba resources have a 
very important role for the economic progress of the country because it is one of the largest 
sources of foreign exchange or revenue in Indonesia. Therefore, proper regulation and governance 
of mining is needed so that it not only benefits various parties for now but also pays attention 
to sustainable development goals for future generations. One of the efforts that has been made by 
the government is to establish regulations in the form of special laws governing minerba’s Law 




4/2009. Regulation is required to perform updates and restructuring related to the evaluation of 
minerba management and planning activities.  
 
In the 10 years since the publication of Law 4/2009, some crucial issues have not been resolved 
with this Law. Issues that still cannot be solved include: licensing authority, corruption of state 
receipts, minerba processing and refining obligations, environmental pollution, land use permits, 
and corporate conflicts with local communities that lead to criminalization. Therefore, to overcome 
the crucial problem, regulatory revision is required in the hope of realizing minerba management 
in accordance with the correct mining rules or Good Mining Practice and sustainable as well as 
the alignment of MK decisions related to the paradigm of minerba implementation.  
  
The drafting of the minerba law was considered and reviewed more closely by the government and 
the House of Representatives on May 12, 2020, the revision of minerba law was passed into Law 
3/2020 which is the first amendment of Law 4/2009. There are several important points in the 
revision of the Minerba Law that attract public attention, such as changes in licensing authority, 
strengthening the role of SOEs in the minerba sector, and rules on reclamation or return of former 
mining land that reap the pros and cons. 
  
The government as a policymaker, especially in the field of mineral mining and coal has a strategic 
role in solving conflicts in the mining sector. Therefore, the government is expected not to be 
oriented towards the issue of mining businesses but rather to look at the environmental conditions 
of the environment and the community in making decisions on mining policy in order to create 
harmony and justice both from the government, businesses, and the community. 
  




Pengelolaan sumberdaya alam minerba telah tertuang dalam UUD 1945 pasal 33 (2) yang tertulis 
bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup 
orang banyak dikuasai oleh negara” serta pasal 33 (3) yang menyatakan bahwa "Bumi dan air dan 
kekayaan alam  yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 
sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Dari kedua ayat dalam pasal 33 UUD 1945 tersebut terlihat 
bahwa tujuan utama pengelolaan sumberdaya alam Indonesia adalah sebesar-besarnya untuk 
kemakmuran rakyat. Rakyat memberikan mandat kepada negara untuk menetapkan kebijakan, 
kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan sumberdaya alam untuk kesejahteraan 
rakyat. Pemerintah memiliki wewenang untuk mengeluarkan atau mencabut perizinan, membentuk 
regulasi minerba bersama DPR, dan mengatur pengelolaan sumberdaya minerba dengan 
mekanisme kepemilikan saham. Pemerintah dalam hal ini berupaya untuk mendayagunakan 
kekuasaannya atas sumber kekayaan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam 
hal ini, mineral dan batubara merupakan komoditas Indonesia yang digunakan sebagai sumber 
penerimaan negara melalui penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak dari Sub Sektor 
Minerba. Berdasarkan data Kementrian ESDM, jumlah penerimaan dari pengusahaan minerba pada 
tahun 2019 tercatat sebesar Rp.44,93 Triliun. Terlihat bahwa sektor minerba memiliki kontribusi 
yang besar dalam sumber pendapatan negara. Total penerimaan negara Sektor ESDM pada APBN 
khususnya di bidang mineral dan batubara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tidak 
jarang ketika belanja negara membengkak maka sektor mineral dan batubara menjadi salah satu 
penyeimbang, dengan melakukan peningkatan produksi dan ekspor, sehingga penerimaan negara 
dari mineral dan batubara meningkat. Berikut tabel realisasi jumlah produksi minerba tahun lalu 










Tabel 1. Jumlah Produksi Komoditas Minerba Indonesia Tahun 2019 















6 Nikel 1.917.471,9 
7 Nikel Matte 72.014 
  
Produksi mineral dan batubara Indonesia diprediksi akan mengalami peningkatan setiap tahunnya. 
Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat sumberdaya alam komoditas minerba yang melimpah 
sehingga akan sangat merugikan apabila tidak dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran 
rakyat. Selain itu, industri pertambangan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan 
membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar area tambang dan pengembangan fasilitas daerah 
sekitar tambang.  
 
Melihat betapa pentingnya sektor minerba bagi stimulus ekonomi negara, pemerintah bersama 
dengan jajarannya berupaya untuk menata dan mengelola usaha di bidang pertambangan melalui 
pembentukan regulasi atau Undang-Undang. Ketentuan-ketentuan pokok tentang pertambangan 
sebelumnya sudah tertuang dalam UU No 11 Tahun 1967 namun seiring berjalannya waktu, 
regulasi ini sudah tidak sesuai dengan iklim usaha pertambangan sehingga dibutuhkan perubahan 
peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat 
mengelola dan mengusahakan potensi mineral dan batubara secara mandiri, andal, transparan, 
berdaya saing, efisien, dan berwawasan lingkungan, guna menjamin pembangunan nasional secara 
berkelanjutan, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. 
Pemerintah bersama dengan DPR menyusun regulasi terkait dengan pengelolaan sumberdaya 
minerba dengan menerbitkan UU 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam 
implementasinya, masih banyak permasalahan yang belum dapat dipecahkan seperti misalnya 
mengenai perubahan pengaturan yang semula diatur oleh pusat atau sentralistik berubah menjadi 
desentralisasi yang menjadikan pemerintah kabupaten/kota sebagai daerah otonom. Sementara 
pemerintah provinsi diposisikan sebagai pusat kekuasaan pengelolaan minerba, pemerintah hanya 
berkewajiban menyusun standar, kriteria, pedoman, dan tata cara yang akan dijadikan acuan oleh 
mereka. Hal ini bukan tanpa sebab, pasalnya tuntutan otonomi daerah telah diatur dalam UU No. 
33 Tahun 2004 sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai amanat UUD 1945, 
pemerintah berhak mengatur dan menata daerah otonomnya sendiri. Namun adanya perubahan 
pengaturan kekuasaan tersebut menimbulkan permasalahan baru yaitu terjadinya tumpang tindih 
antara pemangku usaha dengan pemerintah daerah yang masing-masing memiliki kepentingan 
tertentu. Selain itu, persyaratan WPR (Wilayah Pertambangan Rakyat) yang ketat pada UU 4/2009 
juga akan menjadi permasalahan kompleks, karena cenderung sulit untuk diimplementasikan. Hal 
ini dikhawatirkan akan menimbulkan persepsi adanya diskriminasi terhadap “rakyat”, atau 
masyarakat ekonomi lemah. Namun disisi lain, pelonggaran persyaratan mengenai WPR akan 
menjadi sumber permasalahan terhadap lingkungan. Selain itu, kegiatan pengelolaan sumberdaya 
minerba saat ini hanya sebatas hulu, untuk itu diperlukan kebijakan hilirisasi industri pertambangan 
dalam rangka kemandirian bahan baku industri. Kepastian hukum dalam kegiatan pengelolaan dan 
pengusahaan pertambangan minerba bagi pelaku usaha di bidang mineral dan batubara masih 
belum tersusun dengan jelas sehingga diperlukan kebijakan untuk mengatasi permasalahan 
tersebut. Atas pertimbangan mengenai permasalahan yang belum dapat diselesaikan oleh UU 
4/2009, maka diperlukan revisi dengan harapan terciptanya keserasian antara pemangku usaha 









UU No 3 Tahun 2020 merupakan hasil revisi dari UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan 
Mineral dan Batubara. Terdapat beberapa perubahan UU Minerba No 4 tahun 2009, diantaranya 
penambahan 2 bab dan 36 pasal, perubahan 85 pasal, dan penghapusan 18 pasal sehingga jumlah 
total sebanyak 121 pasal atau setara dengan 69% dari jumlah keseluruhan pasal UU Minerba yang 
direvisi. Perubahan UU Minerba yang telah disahkan pada tanggal 12 Mei 2020 ini ternyata banyak 
menuai polemik terhadap beberapa kalangan. Hal ini dikarenakan proses pembuatannya yang 
dilakukan secara tertutup dan tidak mengakomodasi partisipasi rakyat. Selain itu, pengesahannya 
dirasa terlalu cepat mengingat negara masih berada dalam situasi pandemi covid-19. Berikut 
perbandingan ruang lingkup yang dibahas dalam UU Minerba tahun 2009 dengan revisiannya 
(ICEL, 2020). 
Tabel 2. Perbandingan UU No. 4 Tahun 2009 dengan Perubahannya 
No UU No. 4 Tahun 2009 Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 
1 Teknis pertambangan; Teknis pertambangan; 
2 Pemasaran; Produksi dan pemasaran; 
3 Keuangan; Keuangan; 
4 Pengolahan data mineral dan batubara; 
Pengolahan data mineral dan 
batubara; 
5 Konservasi sumberdaya mineral dan batubara; 
Konservasi sumberdaya 
mineral dan batubara; 
6 Keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan; 
Keselamatan pertambangan; 
7 Keselamatan operasi pertambangan; 
Pengelolaan lingkungan 
hidup, reklamasi, dan pasca 
tambang; 
8 Pengolahan lingkungan hidup, reklamasi, dan pasca tambang; 
Pemanfaatan barang, jasa, 
teknologi, dan kemampuan 
rekayasa dan rancang bangun 
dalam negeri; 
9 Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan; 











dan penerapan teknologi 
pertambangan; 
Penguasaan, pengembangan, 
dan penerapan teknologi 
pertambangan; 
12 
Kegiatan-kegiatan lain di 





13 Pengelolaan IUP atau IUPK;  
14 Jumlah, jenis, dan mutu hasil 
usaha pertambangan; dan 
Pemanfaatan barang, jasa, 
teknologi, dan kemampuan 










Dari tabel di atas terlihat bahwa poin-poin mengenai pengawasan terhadap kegiatan lain dalam 
usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum dihilangkan. Kepentingan umum yang 
dimaksud berdasarkan pasal 32 PP No. 55 Tahun 2010 adalah berupa fasilitas umum dan 
pembiayaan untuk pembangunannya yang didirikan oleh pemegang IUP/IUPK untuk masyarakat di 
sekitar area pertambangan. Dihilangkannya aspek pengawasan terhadap kepentingan umum ini 
dikhawatirkan akan membuka celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas 
kewajiban pembangunan dan penyediaan fasilitas untuk masyarakat di sekitar area pertambangan. 
Kemudian aspek dalam ruang lingkup UU Minerba yang dihilangkan adalah pengelolaan 
IUP/IUPK. Pengawasan terhadap pengelolaan IUP/IUPK dirasa sangat perlu sebab disinilah 
sumber permasalahan terhadap perselisihan lahan pertambangan sering terjadi. Selain itu, terdapat 
beberapa poin penting revisi UU Minerba yang menjadi perhatian khusus, seperti pada isi yang 
tertera dalam pasal 4 UU Minerba baru disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara 
dilakukan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, 
dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan perizinan mengenai usaha 
pertambangan sudah tidak lagi melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. 
Dengan ditambahkannya pasal 4 dalam UU Minerba baru, pasal 15 yang sebelumnya ada pada UU 
Minerba lama tentang pengaturan kewenangan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota 
dalam memberikan izin penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ini pun dihapus. Hal ini 
bertentangan dengan tuntutan otonomi daerah. Apabila kewenangan perizinan dilimpahkan semua 
kepada pusat dikhawatirkan akan semakin mempersulit perusahaan untuk mengurus Izin Usaha 
Pertambangan. Urusan perizinan IUP/IUPK akan semakin lama akibat rumitnya proses 
mendapatkan izin yang harus mendapat persetujuan oleh pusat. Namun peran dari pemerintah 
daerah tidak sepenuhnya dihilangkan. Meskipun mereka tidak memiliki kewenangan dalam hal 
memberikan izin pertambangan dan riset, mereka tetap dilibatkan dalam hal memberikan 
kewenangan mengenai perhitungan divestasi saham yang tertuang dalam pasal 112 UU 3/200. 
Disebutkan bahwa pemerintah daerah diikutsertakan dalam pengkoordinasian skema divestasi dan 
besaran divestasi yang akan dibeli kepada Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap 
kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya masih dimiliki oleh asing. Melemahnya kewenangan 
pemerintah daerah dikhawatirkan dapat mengakibatkan tumpang tindih antara pemegang IUP 
dengan masyarakat. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah tak memiliki kuasa atas riset dan 
penetapan WIUP. Padahal daerahlah yang paham benar mengenai kondisi sekitar tambang dan area 
mana saja yang harusnya menjadi daerah konservasi serta area pertambangan.  Masyarakat di 
sekitar yang merasakan dampak dari industri pertambangan mau tak mau harus patuh terhadap 
keputusan penetapan WIUP dari pusat.  
 
Revisi UU Minerba dalam penentuan mengenai WIUP atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini 
mengalami perubahan dari Undang-Undang sebelumnya. Penentuan luas batas WIUP hanya dilihat 
dari rencana pengelolaan minerba, ketersediaan data cadangan, dan status wilayah. Dua kriteria 
yang sebelumnya ada pada UU 4/2009 yakni tingkat kepadatan penduduk dan kondisi lingkungan 
dihapus. Dengan dihapusnya kriteria kondisi lingkungan dalam penetapan WIUP ini dikhawatirkan 
akan terjadinya eksploitasi secara besar-besaran di wilayah yang daya dukung lingkungannya 
sudah terlampaui sehingga menyebabkan kerusakan dan perubahan ekosistem. Apalagi dalam pasal 
17 disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjamin tidak ada perubahan 
pemanfaatan ruang setelah penerbitan WIUP. Hal ini akan menimbulkan permasalahan baru 
mengenai lingkungan mengingat tidak ada jaminan di wilayah pertambangan untuk tidak terjadi 
perubahan lingkungan hidup strategis, seperti bencana alam, pencemaran air, dan lainnya. Tidak 
adanya perubahan pemanfaatan ruang memberikan persepsi bahwa wilayah IUP dimanfaatkan 
sebesar-besarnya untuk kegiatan pertambangan tanpa melihat kondisi dan daya dukung ligkungan. 
Hal serupa dengan Wilayah Pertambangan (WP). Dalam pasal 9 UU Minerba baru hanya 
disebutkan bahwa WP merupakan bagian dari WHP (Wilayah Hukum Pertambangan). Definisi dari 
WHP sendiri menurut pasal 28 A merupakan cangkupan dari seluruh wilayah darat, laut, dan bumi 
termasuk  kepulauan Indonesia. Yang menjadi permasalahan adalah tidak adanya ketentuan yang 
menyatakan bagaimana posisi dan penetapan WHP di dalam konsep tata ruang nasional 
mengakibatkan munculnya permasalahan baru, mengingat definisi WHP yang sangat luas. 
Permasalahan yang dikhawatirkan adalah terjadinya tumpang tindih antara lahan untuk konservasi 




atau hutan lindung dengan lahan pertambangan. Isu ini seolah-olah menjadi suatu permasalahan 
yang tidak ada habisnya sehingga diperlukan kejelasan dalam UU Minerba yang baru ini mengenai 
batas-batas wilayah konsesi pertambangan supaya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan dan 
konflik kedepannya. 
 
Selajutnya, dalam UU Minerba yang baru ini peran BUMN semakin diperkuat dengan ditulisnya 
pasal 17 b yang disebutkan bahwa BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta diberikan penugasan oleh 
kementrian ESDM untuk melakukan riset dan penyelidikan sumberdaya mineral dan batubara 
untuk penetapan WIUP. Selain itu, dalam pasal 125 revisi UU Minerba tertera bahwa kegiatan 
usaha jasa pertambangan juga mengutamakan kinerja dari BUMN, BUMD, dan Badan Usaha 
Swasta. Dalam hal eks KK dan PKP2B yang habis masa kontraknya, BUMN dan BUMD 
mendapatkan prioritas dalam penyerapan divestasi saham dari badan usaha pemegang IUP/IUPK. 
Perihal divestasi, pemerintah daerah bersama dengan pusat berhak menetapkan besaran nilai jual 
yang akan dibeli oleh pemegang IUP/IUPK dengan kewajiban divestasi total sebesar 51%. Saat ini 
beberapa perusahaan tambang besar yang beroperasi di Indonesia telah diakuisisi oleh pemerintah 
melalui BUMN (MIND ID) seperti misalnya, PTFI sebesar 51% saham sudah dibeli oleh 
pemerintah dan PT Vale sebesar 20%. Tentunya hal ini bertujuan untuk mengelola cadangan 
mineral dan batubara Indonesia serta mendorong hilirisasi industri pertambangan nasional. 
Hilirisasi pertambangan ini diperkuat dalam pasal 102 UU Minerba baru yang menyatakan bahwa 
pemegang IUP atau IUPK wajib melakukan pengolahan dan pemurnian mineral logam, bukan 
logam, dan batuan serta wajib melakukan pengembangan dan atau pemanfaatan batubara. Perhatian 
pemerintah dalam hal hilirisasi pertambangan juga disinggung dalam pasal 168 UU Minerba baru 
yang disebutkan bahwa pemerintah pusat memberikan keringanan dan fasilitas perpajakan guna 
meningkatkan nilai investasi negara. Tak hanya itu, dalam pasal 103 juga menegaskan bahwa 
pemegang IUP atau IUPK yang melakukan pengolahan dan pemurnian sendiri dan membangun 
pembangkit listrik akan diberikan insentif fiskal dan nonfiskal. Salah satunya adalah tidak terkena 
pengurangan wilayah saat mendapatkan izin perpanjangan operasi. Namun kenyataannya, sampai 
saat ini masih ada perusahaan yang sudah membangun smelter tapi tidak didukung oleh standar 
teknologi yang ditetapkan oleh pemerintah. Setelah dibangun, smelter dibiarkan tidak beroperasi 
karena tidak efisien. Akhirnya perusahaan hanya mengejar kuota ekspor dan insentif lainnya. 
Dibalik kabar baik mengenai gencarnya hilirisasi industri pertambangan dan keberhasilan 
pemerintah dalam mengakuisisi perusahaan tambang besar di Indonesia, terdapat kejanggalan yang 
masih menjadi persoalan yaitu terkait dengan karyawan/pekerja dari perusahaan yang telah diambil 
alih oleh BUMN. Para karyawan/pekerja perusahaan swasta umumnya akan mendapat honor yang 
lebih tinggi dari perusahaan milik BUMN. Sistem penggajian perusahaan yang telah diakuisisi oleh 
pemerintah terhadap karyawan/pekerjanya masih menimbulkan permasalahan terkait apakah terjadi 
penyesuaian pendapatan antara pekerja swasta dan BUMN atau tetap menggunakan standar gaji 
perusahaan swasta dan BUMN.  
 
Kemudian dalam hal persyaratan permohonan Izin Usaha Pertambangan, revisi UU Minerba telah 
menghapus rencana reklamasi dan rencana pasca tambang sebagai persyaratan permohonan 
IUP/IUPK. Walaupun dalam IUP/IUPK tetap tercantum kewajiban reklamasi dan pasca tambang, 
ketentuan mengenai rencana reklamasi sebagai syarat pengajuan permohonan IUP/IUPK dalam 
Pasal 99 UU Minerba lama ini telah dihilangkan dan digantikan dengan kewajiban untuk menyusun 
dan menyerahkan perencanaan reklamasi namun tanpa diberikan kepastian waktu dan sistematika 
penyusunan yang jelas. Hal ini akan memicu IUP/IUPK untuk terbit namun tidak dibarengi dengan 
pertimbangan dari pelaku usaha atas kesiapannya untuk melakukan reklamasi dan pasca tambang. 
Selanjutnya pengaturan tentang dana jaminan reklamasi dan pasca tambang pada revisi UU 
Minerba masih belum dapat menjawab permasalahan yang ada. Hal ini dikhawatirkan akan 
memberi ruang bagi para pemegang IUP/IUPK untuk kelonggaran kewajiban atas pembayaran 
dana jaminan tersebut. Ketentuan mengenai jaminan dana reklamasi dan pasca tambang dalam 
revisi UU Minerba ini dihilangkan dari muatan IUP/IUPK. Berbeda dengan UU sebelumnya, dana 
reklamasi dan pasca tambang masih menjadi muatan dalam IUP/IUPK. Poin penting lainnya terkait 
dengan kewajiban reklamasi lahan bekas tambang yang memiliki penafsiran ambigu terlihat pada 
Pasal 123A (2) revisi UU Minerba sebagai berikut:  





Eks pemegang IUP atau IUPK yang IUP atau IUPK-nya berakhir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 121 ayat (1) wajib melaksanakan Reklamasi dan Pasca tambang hingga mencapai tingkat 
keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Pasca tambang. 
 
Bunyi pasal tersebut memiliki arti bahwa kewajiban reklamasi dan penempatan dana jaminan pasca 
tambang dilakukan setelah IUP atau IUPK-nya berakhir. Apabila pelaksanaan reklamasi dan 
penempatan dana jaminan reklamasi dilakukan setelah IUP/IUPK berakhir dikhawatirkan tidak 
sepenuhnya mampu terealisasi. Mengingat bahwa proses reklamasi itu membutuhkan waktu yang 
lama apalagi jika lahan bekas tambang memiliki area yang luas, kemungkinan terpulihkan dengan 
baik masih kecil. Hal menarik lainnya yang terkandung dalam pasal 123A (2) tersebut adalah 
kewajiban pemegang IUP/IUPK untuk melakukan reklamasi lahan bekas tambang dengan tingkat 
keberhasilan 100% sebelum menciutkan atau mengembalikan WIUP/WIUPK atau pada saat 
berakhirnya IUP/IUPK. Apabila pemegang IUP/IUPK tidak melakukan reklamasi sebelum izin 
usahanya berakhir/dicabut dan tidak menempatkan dana jaminan reklamasi, maka akan mendapat 
hukuman pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda maksimal 100 miliyar. Namun dalam 
pelaksanaannya masih banyak perusahaan-perusahaan yang meninggalkan lubang-lubang bekas 
tambang setelah IUP/IUPK berakhir. Reklamasi bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan 
pasalnya harus mempertimbangkan berbagai parameter sesuai peraturan yang berlaku. Pelaksanaan 
reklamasi lahan bekas tambang tidak hanya terkait antara pemegang izin pertambangan dengan 
KESDM saja, namun juga memerlukan kontrol dari masyarakat sekitar yang terkena dampak 




Kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah pemerintah sebagai pemegang kuasa atas tata kelola 
sumberdaya alam negara khususnya di industri pertambangan memiliki peran strategis dalam 
mengatur dan memberdayakan cadangan minerba Indonesia. Apalagi negara ini memiliki potensi 
sumberdaya mineral dan batubara yang sangat melimpah. Banyak permasalahan mengenai kegiatan 
pertambangan yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan. Revisi UU Minerba yang telah 
disahkan ini masih menuai banyak polemik dari beberapa kalangan. Pemerintah beserta DPR 
harusnya lebih terbuka dalam membahas perubahan UU ini supaya tidak menimbulkan kecurigaan 
dan persepsi negatif dari pihak lain. Selain itu, memang benar pemerintah berusaha betul untuk 
membenahi aturan dan tata kelola pertambangan menjadi sederhana dengan harapan mempercepat 
laju pertumbuhan ekonomi. Namun disisi lain, pemerintah juga harus memperketat pengawasan 
terhadap kegiatan pertambangan supaya terhindar dari perselisihan antara pemangku usaha dengan 
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